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ABSTRAK 

Pengaturan penyelesaian sengketa perbankan syariah telah menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi masih saja ada penyelesaian sengketa 

perbankan syariah yang diajukan ke Pengadilan Negeri.Sehingga keadaan ini 

membuat suatu ketidakpastian hukum akibat adanya pilihan lembaga. Penelitian 

dengan judul “Harmonisasi Kewenangan Absolute Pengadilan Agama Dalam 

Penanganan Kasus Kepailitan Perbankan Syariah” ini menganalisa mengenai 

kewenangan pengadilan yang sesuai dalam menangani kasus kepailitan perbankan 

syariah.  

Penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan 

dua pendekatan masalah, pertama pendekatan perundang-undangan (statute 

approach). Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan 

hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum dikumpulkan 

dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan, mengkaji dokumen, 

penelusuran internet, dan pengayaan literatur hukum. 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa utang diajukan debitur kepada 

Pengadilan dengan ditandatangani oleh debitur bersama-sama dengan penasehat 

hukum yang mempunyai izin praktek. Permohonan tersebut harus dilampirkan juga 

hal-hal daftar yang memuat sifat dan jumlah piutang, dan utang debitur, surat bukti 

secukupnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat memberikan suatu kepastian 

hukum, terhadap sengketa yang sedang terjadi di Pengadilan Agama. Sehingga 

tidak ada lagi pertanyaan lembaga mana yang lebih kompeten dalam menyelesaikan 

sengketa perbankan syariah, tetapi sudah jelas yang memiliki wewenang adalah 

Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri.  Kepastian tersebut didapat dari 

wewenang yang diberikan pemerintah kepada Pengadilan Agama. Pengadilan 

Negeri karena sudah jelas tidak memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa 

perbankan syariah dan juga putusan dari Pengadilan Negeri tentang sengketa 

perbankan syariah dapat dikatakan tidak memiliki kepastian hukum karena setelah 

terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menjadi batal 

demi hukum karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat declaratoir yang artinya 

dengan adanya putusan ini membatalkan hukum yang lama dan menciptakan 

keadaan hukum baru. 

Berdasarkan kondisi di atas, maka saran yang dapat diberikan pengadilan 

yang mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah 

adalah Pengadilan Agama. Karena Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang 

bersifat atribusi dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa 

perbankan syariah yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 

Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama. 

Kata kunci: Harmonisasi Kewenangan, Pengadilan Agama, Kasus Kepailitan 

Perbankan Syariah  
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ABSTRACT 

Arrangements for resolving sharia banking disputes have become the 

authority of the Religious Courts, however there are still sharia banking dispute 

resolutions that are submitted to the District Court. So this situation creates legal 

uncertainty due to the choice of institutions. The research entitled "Harmonization 

of the Absolute Authority of Religious Courts in Handling Sharia Banking 

Bankruptcy Cases" analyzes the appropriate authority of the courts in handling 

sharia banking bankruptcy cases. 

Research is a type of normative legal research. By using two problem 

approaches, the first is the statutory approach. Second, the conceptual approach. 

Sources of legal materials include primary and secondary legal materials. Legal 

materials are collected by searching for statutory regulations, reviewing 

documents, internet searches, and enriching legal literature. 

The results of this research found that the debt was submitted by the debtor 

to the court and signed by the debtor together with a legal advisor who had a 

practice license. The application must also be accompanied by a list of items 

containing the nature and amount of the debtor's receivables and debts, as well as 

sufficient evidence. This Constitutional Court decision can provide legal certainty 

regarding disputes that are currently occurring in the Religious Courts. So there is 

no longer a question about which institution is more competent in resolving sharia 

banking disputes, but it is clear that the one with the authority is the Religious 

Court, not the District Court. This certainty is obtained from the authority given by 

the government to the Religious Courts. The District Court because it clearly does 

not have the authority to adjudicate sharia banking disputes and also the decision 

from the District Court regarding sharia banking disputes can be said to have no 

legal certainty because after the issuance of the Constitutional Court Decision 

Number 93/PUU-X/2012 it became null and void because of the Court's Decision 

The constitution is declaratory, which means that this decision cancels the old law 

and creates a new legal situation. 

Based on the conditions above, the advice that can be given by the court which 

has the authority to resolve sharia banking disputes is the Religious Court. Because 

the Religious Courts have attributional authority in examining, deciding and 

resolving sharia banking disputes originating from Law Number 3 of 2006 

concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. 

Keywords: Harmonization of Authority, Religious Courts, Sharia Banking 

Bankruptcy Cases 



 

 

 

 


